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RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 

NOMOR … TAHUN … 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PURWOREJO, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan 

pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, 

transparan, dan akuntabel sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan 

pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan 

Desa yang mampu mendukung pelaksanaan fungsi 

representasi, penyaluran aspirasi masyarakat, dan 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa 

secara efektif guna meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

b. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat dan 

dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa 

menuntut penyesuaian pengaturan mengenai 

Badan Permusyawaratan Desa, khususnya terkait 

peningkatan keterwakilan perempuan, 

penyesuaian masa jabatan anggota, serta 

pemberian tunjangan guna mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa secara optimal, sehingga 

dapat memperkuat partisipasi masyarakat dan 

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa 

yang efektif, transparan, dan akuntabel. 
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  c. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan mengenai 

Badan Permusyawaratan Desa dengan 

perkembangan peraturan perundang-undangan, 

khususnya melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu 

merubah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo 

Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Badan 

Permusyawaratan Desa guna mewujudkan 

harmonisasi, sinkronisasi, dan kepastian hukum 

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo 

Nomor   7   Tahun   2016   Tentang   Badan 

Permusyawaratan Desa. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

42); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 
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77, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6914); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 7153); 

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang 

Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 7 Seri E 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Purworejo Nomor 7 seri e nomor 7); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PURWOREJO 

dan 

BUPATI PURWOREJO 
 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7) diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 8 

(1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya 

dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 

30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. 

(2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan perempuan warga Desa yang memiliki 

kemampuan dalam menyuarakan dan 

memperjuangkan kepentingan perempuan. 

(3) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, 

paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 

(sembilan) orang, dengan memperhatikan keterwakilan 

wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan 

Desa serta menjamin keterwakilan perempuan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah 

anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

diatur dalam Peraturan Bupati. 

 
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 9 

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa 

adalah: 

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka; 

c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung 

dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 

1945, dan/ atau terlibat organisasi terlarang lainnya 

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah 

pertama atau sederajat; 



Halaman 5 dari 11 halaman  

e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah 

pernah menikah; 

f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap 

di desa yang bersangkutan; 

g. bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan, 

terhitung mulai tanggal pelantikannya sebagai anggota 

BPD; 

h. berbadan sehat; 

i. berkelakuan baik; 

j. bukan sebagai Perangkat Desa; 

k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di 

Desa setempat; 

l. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; 

m. tidak mempunyai hubungan derajat pertama dengan 

Kepala Desa; 

n. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; 

dan 

o. syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam Peraturan 

Desa. 

 
3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 19 

(1) Masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun 

terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan 

dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. 

(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 

(dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara 

berturut-turut. 

 
4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 24 

(1) BPD berhak: 
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a. mengawasi dan meminta keterangan tentang 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada 

Pemerintah Desa; 

b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan 

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa; dan 

c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan 

tugas dan fungsinya dari APB Desa. 

(2) Anggota BPD berhak: 

a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; 

b. mengajukan pertanyaan; 

c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; 

d. memilih dan dipilih; 

e. mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan 

dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana 

Desa dan besarannya ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati; dan 

f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui 

pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, 

pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan. 

 
5. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 29 

(1) Pimpinan dan anggota BPD berhak atas tunjangan. 

(2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan 

tugas dan fungsi serta tunjangan lain. 

(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pimpinan dan anggota BPD memperoleh peningkatan 

kompetensi berdasarkan hasil pengukuran 

akuntabilitas kinerja melalui pendidikan dan pelatihan, 

sosialisasi, bimbingan teknis, dan/atau kunjungan 

lapangan. 
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6. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni 

Pasal 29A, Pasal 29B, dan Pasal 29C sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 
Pasal 29A 

(1) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta 

tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) 

dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD. 

(2) Tunjangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. tunjangan istri/suami; 

b. tunjangan anak; dan 

c. tunjangan kinerja. 

(3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai 

tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan 

lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari sumber lain 

dalam APB Desa selain Dana Desa dengan 

memperhatikan kemampuan keuangan Desa. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara 

pembayaran tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi 

serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

 
Pasal 29B 

(1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

29A ayat (2) pimpinan dan anggota BPD berhak 

mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan 

ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di 

bidang kesehatan bagi pimpinan dan anggota BPD 

menjadi  bagian  peserta  peserta  penerima  upah 
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dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di 

bidang ketenagakerjaan bagi pimpinan dan anggota 

BPD menjadi bagian peserta pekerja penerima upah 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 
Pasal 29C 

(1) Pimpinan dan anggota BPD berhak mendapatkan 

Tunjangan Purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa 

jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang 

bersumber dari APB Desa selain Dana Desa. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Purnatugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Bupati. 

 
7. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 40 

(1) Anggota BPD berhenti karena : 

a. meninggal dunia; 

b. permintaan sendiri; atau 

c. diberhentikan. 

(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c karena: 

a. berakhir masa keanggotaan; 

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara 

berkelanjutan atau berhalangan tetap secara 

berturut-turut selama 6 (enam) bulan; 

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; 

d. dinyatakan bersalah dan ditetapkan sebagai 

terpidana; 

e. tidak lagi berdomisili di Desa setempat; atau 

f. melanggar larangan sebagai anggota BPD. 

(3) Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian anggota 

BPD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  melalui 
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Kepala Desa yang selanjutnya disampaikan kepada 

Bupati melalui camat atas dasar hasil musyawarah BPD. 

(4) Dalam hal pimpinan BPD tidak mengusulkan 

pembberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Bupati melalui camat dapat 

memberhentikan anggota BPD. 

(5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan 

Bupati. 

 
Pasal II 

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : 

a. anggota BPD yang telah menjabat selama 2 (dua) 

periode sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa diundangkan dapat 

mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. anggota BPD yang masih menjabat pada periode 

pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa 

jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah 

ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi; dan 

c. anggota BPD yang masih menjabat pada periode ketiga 

menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Peraturan 

Daerah ini. 

2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo. 
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Ditetapkan di Purworejo 

pada tanggal ………….. 

BUPATI PURWOREJO, 
 
 

ttd. 
 
 

……………………… 

Diundangkan di Purworejo 

pada tanggal ………… 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PURWOREJO, 

 
ttd. 

 
……………………………….. 

 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN … NOMOR… 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 

NOMOR … TAHUN … 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 

TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

 
I. Umum 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

ditujukan untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual serta untuk memberikan 

pedoman dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pengisian Badan 

Permusyawaratan Desa di wilayah Kabupaten Purworejo. 

 
II. Pasal Demi Pasal 
 
 
Pasal I 

Cukup Jelas. 

Pasal II 

Cukup Jelas. 
 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR … 


